Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pemberian  

Hak Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan

Agama Kec. Bupon Kab. Luwu) by Halik, Fajar Gunawan
  
 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBERIAN HAK 
TANAH WAKAF (STUDI  KASUS  DI KANTOR URUSAN AGAMA                  




Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama 
pada Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar 
 
Oleh 
FAJAR GUNAWAN HALIK 







FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 






 Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Hak Tanah 
Wakaf” yang disusun oleh Fajar Gunawan, NIM: 10100108012, mahasiswa Jurusan 
Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah 
diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari 
Senin, 30 Juli 2012 M, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1433 H. dinyatakan telah 
dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu 
Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan). 
Samata, 30 Juli 2012 M.  
10 Ramadhan 1433 H. 
 
DEWAN PENGUJI 
Ketua  : Prof. Dr. H. Ali Parman, MA  (…………………….) 
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag  (…………………….) 
Penguji I : Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd   (…………………….) 
Penguji II : Dra. Fatimah, M.Ag    (…………………….) 
Pembimbing I : Dra. Hj. Hartni. M.Ag   (…………………….) 
Pembimbing II: Drs. Supardin, M.HI    (…………………….) 
 
Diketahui oleh: 
Dekan Fukultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar, 
 
 
Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A 




Nama Penyusun : Fajar Gunawan Halik 
NIM   : 10100108012 
       Judul Skripsi      : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pemberian   
Hak Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan 
Agama Kec. Bupon Kab. Luwu)” 
      
 
Skripsi ini membahas masalah Proses pemberian hak tanah wakaf dalam 
pandangan hukum Islam. Maksudnya adalah  bagaimana tinjauan hukum Islam 
terhadap pemberian hak tanah wakaf pada wakif. 
Tujuan penulisan karya ini untuk mengetahui, bagaimana Tinjauan hukum 
Islam terhadap proses pemberian hak tanah pada wakif. Masalah ini dilihat dengan 
pendekatan syar’i dan yuridis dan dibahas dengan metode pengolahan induktif, 
deduktif, dan komparatif. 
Adapun kesimpulan pembahasan tema ini adalah, proses pemberian hak tanah 
wakaf menurut tinjaun hukum Islam yaitu harus melalui tahapan-tahapan perwakafan 
mulai dari wakif dan seterusnya.  
Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui secara benar proses pemberian hak tanah wakaf  
di Kantor Urusan Agama Bupon, yang seharusnya melalui proses yang benar namun 
masyarakat disana masih menggunakan pemberian wakaf dengan lisan tanpa ada 
data-data otentik berupa sertifikat wakaf dan perantara badan-badan yang menangani 
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A. Latar Belakang Masalah 
Eksistensi wakaf dalam komsilasi sosial masyarakat sangat didambakan 
sebab lembaga wakaf dalam ajaran Islam hakekatnya bukan hanya sebagai 
kebutuhan sosial saja, melainkan diharapkan lebih jauh dari itu yaitu sebagai sub 
sistem lembaga baitul Mal. Jika dikelola secara profesional dan memadai akan 
menjadi sumber dana yang potensial untuk pembangunan umat (bangsa) dan 
bahkan negara-negara luar. Tetapi cukup dibiayai dengan wakaf selain zakat dan 
infak sebagai lembaga moneter dalam Islam.
2
 Ruang lingkup wakaf yang selama 
ini dipahami oleh masyarakat cenderung terbatas pada benda tidak bergerak 
seperti tanah dan bangunan padahal tidak demikian halnya wakaf dapat pula 
berbentuk benda bergerak misalnya kendaraan maupun benda tidak berwujud 
seperti uang, logam mulia, surat berharga, bahkan pula wakaf berupa hak 
kekayaan intelektual. 
Faktanya persoalan wakaf merupakan persoalan yang rumit dan perlu 
dipahami secara komprehensif, utamanya pada pesoalan pengelolaan harat wakaf, 
proses pencerahan harta wakaf yang itu semua butuh keseriusan dalam menangani 
hal tersebut khusunya lembaga yang mengurus mengenai perwakafan seperti 
Kantor Urusan Agama dan lembaga-lembaga yang berkaitan seperti Badan Wakaf 
Indonesia 
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Ahmad Djunaidi dan Tobieb al-asyar, Menuju Era Wakaf Produktif  (cet.IV; Depok; 
Mumtas Publisihing, 2007),h.73. 
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yang harus siap menangani hal tersebut demi untuk berjalannya proses 
pemanfaatan harta wakaf.  
Agama Islam (the Islamic religion, al-din-Islami) yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW yang berasal dari Allah SWT itu memiliki tiga pilar penting 
yang dikatakan dengan iman, Islam, dan ihsan. Dengan iman diarahkan manusia 
agar mempercayai rukun iman yang enam, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya kepada qadar 
(ketentuan Allah) yang baik dan yang buruk. Kata iman menunjukkan urgensi 
pemantapan hati manusia untuk mempercayai yang harus dipercayai 
sesungguhnya bukan sekedar ucapan belaka dan seterusnya diaktualisasikan 
dalam perbuatan aktifitas. Dalam dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, hal 
inilah yang pertama kali ditanamkan kepada masyarakat jahiliah agar hatinya 
bersih dalam bertauhid, kemudian disusul dengan pelaksanaan Hukum, salah 
satunya yaitu hukum yang berkaitan dengan muamalah termasuk perwakafan yang 
harus dibenahi pemanfaatannya. 
Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan 
oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT 
kepadanya adalah Wakaf
3
. Karena wakaf merupakan amalan jahiriah yang 
pahalanya mengalir terus meskipun orang yang mewakafkan harta bendanya itu 
telah meninggal dunia asalkan harta benda itu masih dipergunakan oleh seseorang 
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maka amalannya akan mengalir terus sampai hari kiamat ada tiga sumber 
pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, Yaitu (1) ajaran 
islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijtihad para Mujtahid, 
(2) peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah 
Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan (3) 
Wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.
 
Dahulu kala perwakafan tetap 
berkembang pada masa dinasti umayyah yang saat itu dipimpin oleh khilafa 
Hisyam bin Abdul Malik terbentuk lembaga wakaf. Lembaga inilah yang pertama 
kali melakukan pengadministrasian wakaf di Mesir, bahkan ditiru oleh seluruh 
Negara Islam. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, wakaf telah berkembang di 
masyarakat sejak zaman dahulu. 
Akan tetapi pengurusan dan pengelolahannya masih bersifat konvensional 
atau tradisional atas dasar saling percaya antara Nadzir dan Wakif. Sikap atau 
perilaku seperti inilah sah-sah saja. maka dari itu perlu pengadministrasian. 
Dalam Alquran telah diterangkan tentang orang yang mewakafkan 
hartanya di jalan Allah SWT misalnya dalam Q.S. Ali Imran/3:92. 
                           
  
Terjemahnya: 
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum 
kamu menafkakan  sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang 
kamu nafkakan, maka allah mengetahuinya.
4
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Penjelasan ayai ini mengemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah 
seseorang akan dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya 
harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan (yang 
sempuran), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta 
motivasi yang benar sebagian dari apa, yakni hatra benda yang kamu sukai. Jangn 
khatiw merugi dan menyesal dengan pemberianmua yang tulus, karena apa saja 
yang kamu nafkahkan, baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak 
kamusukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah 
Maha Mengetahui, dan Dia akan member ganjaran untuk kamu baik di dunia 
maupun di akhirat kelak.
5
 
Islam mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu 
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya instansi Wakaf. 
Menurut Juhaya S Praya di dalam Islam wakaf tersebut termasuk kategori ibadah 
kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang 
besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang 
tersebut meninggal dunia, maka amalan wakaf akan mengalir pahalanya dan tetap 
diterima oleh Wakif  walaupun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah 
satu instansi atau pranata  sosial Islam yang mengandung nilai ekonomi. Wakaf 
merupakan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan menyerahkan 
sebagian harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 
waktu tertentu  sesuai dengan keperluan ibadah dan  kesejahteraan umum menurut 
syari’ah.6 
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk masih banyak masyarakat 
yang belum mengetahui tanah apabila diwakafkan oleh seseorang memerlukan 
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 Muh. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151. 
6
 Juhaya S Praya, Perwakafan di Indonesia (Bandung: Yayasan Piara, 1977), h. 1. 
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surat-surat yang resmi yang berupa sertifikat agar dikemudian hari tidak terjadi 
lagi sengketa. Sesuai keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan 
Pertahanan Nasional yaitu, Menimbang : 
a. bahwa dengan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia 
yang belum bersertifikat maka perlu dilakukan peningkatan sertifikatn
ya demi untuk tertib administrasi dan kepastian haknya. 
b. bahwa untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antara 
Departemen Agama dengan Badan Pertahanan Nasional dengan 
mengeluarkan Keputusan Menteri Agama dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
7
 
Pada kenyataanya perwakafan mempunyai banyak permasalahan. Salah 
satunya perwakafan dalam bentuk tanah wakaf. Karena tidak tercatat secara 
administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang 
menjadi sengketa
8
. Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting 
artinya antara lain bagi Pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan 
perwakafan itu sendiri. Hukum wakaf berasal dari hukum Islam yang tentunya 
dalam pemanfaatannya tidak lepas  dari misi Islam yakni untuk  menciptakan 
kebahagian masyarakat. Untuk melindungi tanah wakaf dikeluarkan PP No.42 
tahun 2006 tentang perwakafan tanah milik, selanjutnya Peraturan Pemerintah ini 
disertai dengan peraturan pelaksanaan. Hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan 
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 Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 422 
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secara mendalam dalam fikih pada PP No 42 tahun 2006 dan Undang-Undang 
mendapatkan perhatian khusus seperti halnya Nadzir dan saksi pada Ikrar Wakaf. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan masalah 
pokok yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan 
Pemberian Hak Tanah Wakaf. Dengan berdasarkan pokok permasalahan tersebut 
penulis merumuskan sub masalah yang membutuhkan pemecahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pemberian hak tanah wakaf menurut aturan yang berlaku? 
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak tanah wakaf di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu?   
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pemberian hak tanah 
wakaf? 
C. Hipotesis 
1. Proses pemberian hak tanah ialah Wakif mendaftarkan tanah yang 
diwakafkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama yaitu 
Kantor Urusan Agama kecamatan atau boleh juga melalui Badan Wakaf 
Indonesia yang berdiri secara independen di daerah kemudian Kantor 
Urusan Agama setempat meneliti surat-surat kelengkapan berupa: 
a) Surat permohonan konvensi/penegasan haknya atas tanah 
b) Surat-surat bukti kepemilikan tanah serta surat-surat keterangan yang 
lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan hak tanah 
c) Akta Ikrar Wakaf yang telah diikrarkan 
7 
 
d) Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan setempat 
mengenai Nadzir yang bersangkutan 
Setelah kantor Urusan Agama melengkapi syarat-syarat persuratan 
maka didaftarkanlah pada Kantor Badan Pertanahan untuk dibuatkan 
sertifikat baru dan dicatat dalam buku tanah maka pada saat itulah sahlah 
pemberian hak tanah tersebut. 
2. Pelaksanaan pemberian hak tanah wakaf di Kantor Urusan Agama 
kecamatan Bupon kabupaten Luwu adalah Kepala Kantor Urusan Agama 
memeriksa perlengkapan persiapan pelaksanaan pemberian hak tanah 
wakaf dan persyaratannya apabila  sudah lengkap maka dilakukanlah Ikrar 
Wakaf yang disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu menyerahkan pengesahan 
tanah Wakaf itu ke Kantor Badan Pertanahan  untuk dibuatkan sertifikat 
tanah wakaf. 
3. Tinjauan hukum Islam terhadap proses pemberian hak tanah wakaf ialah 
semua rukun harus dilengkapi jika salah satunya tidak sesuai maka tidak 
sahlah proses pemberian hak. 
D. Definisi Operasional 
Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses  
Pelaksanaan Pemberian Hak Tanah Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bupon Kabupaten Luwu.” Sebelum penulis mengemukakan defenisi operasional 
secara menyeluruh, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang 
8 
 
dianggap perlu untuk diberikan arti dan maksud yang diinginkan oleh penulis, 
agar jelas batasan masalah yang akan saya bahas selanjutnya dan tidak 
menyimpang dari tujuan sebenarnya. 




“Hukum Islam”  adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk 
mengatur hubungan manusia dengan Allah (shalat, puasa, haji, dan jihad),  
manusia dengan dirinya (tentang akhlak, pakaian, makanan dan minuman), serta 
hubungan manusia dengan sesamanya (urusan ekonomi, pemerintahan, sosial, 
pendidikan, politik luar negeri dan sanksi atau uqubat).
10
  
“Terhadap Proses pelaksanaan” adalah runtunan perubahan peristiwa yang 




“Pemberian” adalah sesuatu yang diberikan dari orang lain. 
“Hak Tanah” adalah benar, sungguh ada, milik kepunyaan. 
“Wakaf” adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan atau 
menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.
12
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Dari uraian kata-kata tersebut, maka definisi operasional dari Proses 
Pemberian Hak Tanah Wakaf yaitu runtunan peristiwa dari sesuatu yang diberikan 
oleh orang lain yang berupa hak miliknya berupa tanah yang diserahkan ke orang 
yang menerima hak tersebut berupa hak tanah untuk digunakan demi 
kesejahteraan umum.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan 
1. Untuk memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat Bupon 
bagaimana proses penyerahan hak tanah wakaf menurut aturan yang 
berlaku di Kantor Urusan Agama Bupon 
2. Untuk mengetahui proses penyerahan hak tanah wakaf menurut hukum 
Islam apakah sesuia atau tidak yang dilakukan msyarakat Bupon 
b. Kegunaan 
Dengan mengetahui dan memahami tentang pengelolaan dan pengembang
an wakaf, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dan 
bermanfaat pada masyarakat dikecamatan Bupon dikalangan organisasi-organisasi 
Islam atau yayasan-yayasan Islam serta pengelola wakaf khususnya dan umat 
Islam umumnya tentang porosedur perwakafan menurut atutan yang berlaku. 
Adapun manfaat tersebut antara lain: 
1. Bagi kalangan Akademisi, dengan mengetahui memahami terhadap 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, serta proses 
penyerahan hak tanah wakaf di Kantor Urusan Agama dan diharapkan 
memberikan kontribusi terutama bagi mahasiswa yang bergelutdibidang 
agama, dosen dan para pemerhati hukum Islam untuk dapat dijadikan 
10 
 
suatu bahan pertimbangan dalam menyikapi wacana yang berkembang 
dikalangan masyarakat. 
2. Bagi Pengelola wakaf, manfaat penelitian bagi pengelola wakaf yaitu 
dapat dijadikan masukan bagaimana sebenarnya proses penyerahan hak 
tanah menurut aturan dan hukum Islam mengingat banyaknya kasus 
sengketa tanah wakaf yang tidak resmi. 
F. Garis Besar Isi 
 Untuk memperoleh gambaran yang komferensif dalam penyusunan, 
skiripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, telah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II sekilas sejarah dan perwakafan tanah milik yang meliputi sejarah 
singkat perwakafan di Indonesia, pengaturan dan pengawasan tanah milik, 
manfaat wakaf bagi masyarakat. 
Bab III Metode penelitian yang meliputi: Lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, tekhnik dan pengumpulan data, analisa data 
Bab IV Tinjauan Hukum Islam terhadp proses pemberian hak tanah wakaf 
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu yang meliputi 
Pandangan Undang-Undang dari aspek kepengurusan wakaf,  
fatwa Majelis Ulama Indonesia dan putusan Tarjih Pimpinan Pusat 
Muhammdiyah tentang wakaf, hubungan antara wakaf, sedekah, dan infaq. 
Bab V penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan, saran-saran dan 





A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf  
1. Pengertian Wakaf    
Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf  yang 
berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata 
waqaf  biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam 
perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah 
menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan 
tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari 
keridaan Allah Swt.11 
Menurut Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut istilah yaitu 
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk 
penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah 
Swt.
12 Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu benda seseorang yang 
disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan 
penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt. Abu Bakar Jabir 
Al-jazaini mengartikan wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak 
bisa diwarisi dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima 
wakaf.
13
 Adapun pendapat yang diutarakan oleh Naziroddin Rachmat memberikan 
pengertian harta benda wakaf sebagai suatu  
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barang yang sementara asalnya tetap, selalu berubah, yang dapat dipetik hasilnya 
dan pemiliknya sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan 
syarat dan ketentuan hukum hasilnya dapat dipergunakan untuk keperluan 
kebajikan yang diperintahkan syaratnya.
14
 
Wakaf merupakan ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki 
rujukan yang ekspelit dalam kitab suci Al-Quran oleh karena itu ulama telah 
melakukan identifikasi untuk mencari “Induk kata” sebagai sandaran hukum. 
Hasil identifikasi mereka juga akhirnya melahirkan ragam pendapat tentang 
wakaf.
15 
Sesuai yang diutarakan diatas kendatipun tidak diutarakan secara jelas induk kata 
wakaf namun itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam 
Al-kutub as sittah yaitu enam kitab hadis yang disusun oleh Bukhari, Muslim, 
Ibnu Majah, Abu Daud, at-Tarmidzi dan an-Nasa‟i, juga tidak menyebut 
perkataan wakaf tapi dipakai sinonim kata habs sinonim dari wakaf. Perinciannya 
dijelaskan oleh para mujtahid dalam kitab-kitab hukum fikih berbagai mazhab. 
Untuk mazhab Imam Syafi‟i yang dianut di Indonesia. Meskipun demikian halnya 
tentang pengertian kata wakaf namun yang terpenting adalah bagaimana orang 
dapat beramal sholeh dan amalan-amalanya dapat diterima oleh Allah SWT 
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2. Dasar Hukum Wakaf
 
 Kendati tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al-quran, namun 
beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan 
masyarakat dipandang oleh parah ahli sebagai landasan perwakafan. Adapun 
landasan hukumnya dalam Al-quran yaitu Q.S.Al-Baqarah/2:627
 
                          
                           
         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. 
 
Ini adalah seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan 
generasi dan meliputi semua harta yang sampai ketangan mereka. Juga meliputi 
hasil usaha mereka yang halaldan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan  Allah 
dari bumi untuk mereka, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-
tumbuhan yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang 
tambang dan minyak. Oleh karena itu, mencakup semua jenis harta yang dijumpai 
pada zaman Nabi saw. dan yang akan ditemukan nanti. Nash ini bersifat meliputi 
dan menyeluruh.
16 
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                         
                
Terjemahnya: 
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan 
perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal 
saleh harus disertai iman. 
Ayat ini menampilkan prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan janji dan 
ancaman itu. Prinsip tersebut berdasar keadilan, tanpa membedakan seseorang 
dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdiannya.
17 
Dari penjelasan dasar hukum wakaf sebelumya dari Al-quran, meskipun tidak 
terperinci ayat-ayatnya namun dapat diambil sebagai dasar hukum karena ayat-
ayat tersebut berkaitan dengan amalan-amalan jariah dimana amalan-amalan 
tersebut mengalir meskipun orang tersebut yang berwakaf telah meninggal dunia. 
Inilah ibadah yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain karena pahalanya 
akan mengalir terus meskipin orang tersebut telah meninggal dunia, ibadah ini 
tidak sama ibadah sedekah yang hanya mendapat balasan pahala pada saat orang 
tersebut bersedekah untuk itu amalan pahala ini sangat baik untuk umat Islam 
bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam seluruh dunia pada umumnya. 
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 عَا عَ  عَ عَ عُ  عِ بْا  عِ عَ   عَ عَا عِ بْ   نَّ عِ  عَهنَّل عَ عَ  عِ بْ عَل عَ  ه نَّل    نَّل عَ  يِّ عِ نَّللعِ  عُ عَ عُ  عَا عَ   بْهعَ  عَ عَ بْ عَخعِا  عِ   عِتنَّ   ٍهبْ عَ 
 عَ بْل عِم نَّ عَ عِ  عَب عَج بْ عَأ ُّطعَ  الً عَم بْب عِ عُأ  عِ بْ عَل عَ  ه نَّل    نَّل عَ  ُّ عِ نَّل   عَا عَ عَ   عَ عِا عَ نَّ عَ عَ عَأ بْ عَأ عُ بْ عَ عَأ بْ عَ   عَهنَّل عَ عَ 
 عَ عَ عَ عَ عَث بْليِّ عَ عَ   عَ عَل بْ عَأ بْسعِ بْح  *
18 
Artinya: 
“Dari Ibnu Umar, ia berkata „Umar Ibnu al Khatab bertanya kepada 
Rasululullah Saw‟ sesungguhnya aku telah mendapatkan seperseratus 
saham di Khaibar, saya tidak pernah memperoleh harta yang berharga 
yang menakjubkan saya sebelum ini, aku ingin mendermakannya” Jawab 
Rasulullah, “jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan 
manfaat atau hasilnya” 
 ح         ا عفتلي هل      ي   ج      ثلاث  م لً   ل   عط ن    سنلً    م ذ 
 هل وعدي *19 
Artinya:   
“Apabila mati manusia, maka terputuslah segala amalannya, melainkan 
ada tiga perkara yang tidak terputus yaitu sadaqah jariah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak yang sholeh yang senantiasa mendoakan ibu 
bapaknya.” 
Dari penjelasan dasar hukum diatas kita dapat memahami bahwasanya berwakaf 
dengan ikhlas semata-mata  karena Allah Swt dan manfaatnya pada umat manusia 
maka amalan-amalanya akan mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal 
dunia. Maka dari itu hendaknya kita semua mengamalkan amalan ini jika mampu 
mewakafkan sesuatu baik berupa barang maupun tanah maka akan mengalir 
pahalanya terus menerus hingga wakaf tersebut tidak dimanfaatkan lagi oleh 
orang dan wakaf juga akan membawa pula pengaruf yang untuk memberikan 
manfaat pada oaring-orang yang kesempitan dan juga sebesar-besar Islam didalam 
mendorong manusia untuk bersikap pemberi, pemurah, dan saling kasih sayang. 
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3. Rukun dan Syarat Wakaf 
Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan 
pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya berpendapat 
bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun 
artinya sudut tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok 
dalam pembentukan suatu hal, tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri.  
Wakaf sebagai suatu lembaga yang mempunyai unsur-unsur  yang    
membentuknya.Tanpa unsur itu, wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur 
pembentukan itu adalah (1) orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) 
atau Waqif , (2) harta yang diwakafkan atau Mauquf, (3) tujuan wakaf atau yang 
berhak menerima wakaf, disebut sighat atau Ikrar wakaf. Di samping rukun-rukun 
wakaf di atas ada pula syarat-syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta 
seseorang.  
Syarat-syarat itu sebagai berikut (1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh satu 
benda saja, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya untuk 
lima tahun saja misalnya, adalah tidak sah; (2) Tujuannya harus jelas, tanpa 
menyebutkan tujuan secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila 
seorang menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah 
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Wakaf yang dilaksanakan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau unsur 
dan syaratnya. Rukun wakaf yang dimaksud ada 4 (empat) yaitu: 
 Dalam PP. No. 28 tahun 1977 disebutkan bahwa rukun (unsur) wakaf 
adalah: 
1. Wakif (orang yang mewakafkan) 
a. Merdeka, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) 
tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara 
membersihkan hak milik itu kepada orang lain, sedang hamba sahaya 
tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah 
kepunyaan tuannya. 
b. Berakal sehat, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah 
hukumnya, oleh karena ia tidak berakal, tidak mumayyis dan tidak cakap 
melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang 
yang lemah mentalnya (idiot), oleh karena faktor usia (pikun), sakit atau 
kecelakaan, hukumnya tidak sah dalam melakukan wakaf. 
c. Dewasa (baliqh), wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa atau 
baliqh, hukumya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan 
akad dan tidak pula cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 
d. Tidak berada di bawah pengampuan. Baik karena boros atau lalai karena 
orang yang berada pada pengampuan dipandang tidak cakap untuk 






Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada pada pengampuan terhadap 
dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari 
pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dipinjamkan 
untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi 
beban yang lain. Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang nyata untuk 
meyakinkan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum kuli 
untuk menjalankan hukum istihsan (pengesahan) disebabkan ada dalil yang 
menurut logika membenarkannya. Maka perlu pencermatan yang baik untuk 
mencermati dalil-dalil wakaf. 
2. Mauquf (benda yang diwakafkan) 
Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Benda harus mempunyai nilai (berguna) manfaat benda dan hak-hak yang 
bersangkutan dengan benda bukan merupakan benda walaupun ada 
nilainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut 
syara‟, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda 
memabukkan dan benda-benda haram lainnya. 
b. Benda tetap atau benda tak bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. 
Fuqaha sepakat tentang sahnya mewakafkan benda tetap atau tidak 
bergerak secara mutlak. Sebab maksud wakaf ialah mengambil manfaat 
benda secara tetap (kekal dan ini tewujud pada benda tetap). Para ulama 
Mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang 





c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. 
Penentuan tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan menyebut 
jumlahnya, misalnya: nisbat benda tertentu, misanya seperdua atau 
seperempat tanah dan lain-lain. 
d. Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika 
terjadinya akad wakaf, sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak pemilikan 
dengan cara tabarru”.21 
3. Mauquf „Alaih (tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk menikmati harta 
wakaf) 
Yang dimaksud dengan mauquf‟alaih yaitu orang atau badan hukum atau 
tempat-tempat ibadah yang menerima wakaf. Adapun syarat mauquf adalah 
sebagai berikut: 
a. Harus dinyatakan secara tegas, jelas, ketika mengikrarkan wakaf kepada 
siapa untuk apa ditujukan wakaf itu. Apabila wakaf itu  berupa wakaf ahli, 
harus disebutkan nama atau sifat mauquf‟alaih secara jelas dan apabila itu 
wakaf khari atau ditujukan untuk umum, badan hukum atau tempat ibadah, 
maka harus ada nadzir (pengelola) yang ditunjuk oleh wakaf tersebut. 
b. Tujuan wakaf tersebut untuk ibadah dan mengharapkan balasan (pahala) 
dari Allah SWT. 
 
Dalam pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan benda wakaf 
adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya 
tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Syarat-
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syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda 
milik yang bebas dari segala pembebanan ikatan sitaan dan sengketa (pasal 217 
ayat 3).
22
 Benda wakaf juga harus digunakan dan dikelola oleh nadzhir sehingga 
dapat bernilai bagi masyarakat di sekitar. 
4. Siqhat (pernyataan wakaf )  
Siqhat (pernyataan) ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang 
yang berakad untuk menyatakan kehendaknya dan menjelaskan apa yang 
diinginkan. Dengan pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang 
diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang 
dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf 
tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai 
perbuatan hukum sepihak, maka dengan penyataan wakif yang merupakan 
ijab, perwakafan terjadi. Pernyataan qabul dari mauquh‟ alaih yakni orang 
atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu diperlukan. Dalam 
wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul. Sedangkan menurut pasal 215 ayat 3 KHI 
jo pasal ayat 1 PP.No 28/1977, ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif 
untuk mewakafkan tanah dan benda miliknya. 
Siqhat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara 
lisan maupun tulisan. Adapun lafadz siqhat wakaf ada dua macam, yaitu: 
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a. Lafadz Yang Jelas (sharih) 
Bila Lafadz dipakai dalam Ijab wakaf maka wakaf dinyatakan sah sebab 
lafadz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali untuk maksud 
wakaf. Dengan pernyataan ini, gugurlah hak wakif (orang yang mewakafkan), 
dan benda itu menjadi milik mutlak Allah SWT. 
b. Lafadz Kiasan (Kinayah) 
Lafadz tersebut di atas, harus dibarengi dengan niat wakaf sebab lafadz 
“tashaddaqtul” bisa berarti sedekah wajib seperti zakat dan bisa juga 
bermakna sedekah sunnah. Demikian juga halnya lafadz ”harramtu” bisa 
berarti Zihar dan dapat juga berarti wakaf. 
Dengan pernyataan itu, tinggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. 
Benda itu kembali menjadi hak mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau 
orang-orang yang disebut dalam Ikrar wakaf tersebut. 
Dalam pasal PP. NO. 28 tahun 1977 disebutkan bahwa rukun-rukun (unsur-unsur) 
wakaf adalah: 
1. Badan-badan hukum di Indonesia dan orang-orang telah dewasa dan sehat 
akalnya. 
2. Oleh hukum, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. Tanpa paksaan dari pihak lain (berkehendak sendiri). 
4. Mewakafkan tanah miliknya dengan memprhatikan peraturan-peraturan 





5. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang berkehendak atas namanya 
adalah adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
23
 
Adapun dalam pandangan hukum Islam yang dituangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam tentang unsur wakaf dalam pasal 217 yaitu: 
1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 
dewasa dan sehat akalnya yang oleh hukum tidak terhalang untuk 
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan 
benda miliknya dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. 
2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas 
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. 
3) Benda wakaf yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 




4. Pandangan Hukum Islam Tentang Wakaf Tanah  
Sebagaimana diketahui bahwa pranata wakaf ini adalah sebuah pranata 
hukum yang berasal dari hukum Islam. Hal ini bukan saja nampak dari segi 
pengaturannya dalam prinsip-prinsip pokok hukum Islam yang sekaligus tak 
terlalu tegas disebutkan dalam Al-Quran. Namun ayat-ayat yang dapat dijadikan 
rujukan dalam pewakafan itu dapat kita lihat diantaranya ayat-ayat 
Namun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dalam pewakafan itu dapat 
kita lihat diantaranya ayat-ayat yang diutarakan tadi yang menjelaskan tentang 
amalan-amalan apabila orang berwakaf termasuk amalan jahiriah. Namun apabila 
hukum yang digali dari hadis maka terang dan jelas wakaf itu diutarakan seperti 
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yang diutarakan oleh hadis umar yang bisa diambil sebagai dasar hukum berwakaf 
karena untuk memudahkan kita untuk memahami tentang wakaf. 
Hukum perwakafan tanah sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah ada 
sebelumnya. Dalam beberapa hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam 
tersebut merupakan pengembangan dan pengaturan perwakafan sesuai hukum 
Islam. Di sisi lain para ahli telah sepakat untuk membolehkan semua amal 
kebajikan dan menyempurnakannya sesuai dengan apa yang dilakukan 
masyarakat. Sehingga mereka menyatakan bahwa dalam amal kebajikan syariat 
Islam banyak memberikan kemudahan dan keringanan seperti halnya wakaf yang 
menurut hukum Islam merupakan sunnah yang sangat baik pengamalannya di 
masyarakat. Sesuai dengan ayat dalam Al-quran Q.S. Al-baqarah/2:267. 
                         
                          
       
 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 
lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 
Dengan melihat dan memanfaatkan wakaf sebagaimana telah dibahas 
bahwa ketentuan wakaf banyak diatur melalui ijtihad. Dengan penggunaan ijtihad 





ilmu dapat mengembangkan wakaf dalam bentuk baru menurut kebutuhan zaman 
dengan menggunakan manajemen modern yang sesuai dengan prinsip syari„at. 
Mereka dapat  membentuk lembaga riset untuk melakukan penelitian bagi 
pengembangan wakaf baru yang sesuai dengan kondisi wilayah masing dan untuk 
operasionalisasinya, mereka dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di 
dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, negara masing-masing dapat 
mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di 
masyarakat. Hal ini disebabkan wakaf merupakan bagian hukum Islam yang 
memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya.
25 Untuk itu 
sekiranya kita Negara dapat memberikan pelayanan bagi orang-orang yang ingin 
melaksanakan proses perwakafan walaupun demikian hal-hal yang penting dalam 
perwakafan harus tetap menjadi perhatian. 
Misalnya fuqaha menyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus 
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, pengelola wakaf harus 
mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf 
mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung 
dalam pengertian “sadaqah jariyah”. Di kalangan fuqaha, timbul pengembangan 
pemikiran di bidang perwakafan yang memungkinkan di kalangan mereka terjadi 
perbedaan pendapat. Misalnya ulama belakangan  mazhab Hambali membolehkan 
pembatasan waktu pada wakaf Sementara ulama mazhab Syafi„i menegaskan 
wakaf sementara hukumnya batal. 
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Tetapi mazhab ini menambah penjelasan jika terdapat syarat batasan 
waktu bagi wakaf tanah (masjid) menjadikan wakafnya batal, karena wakaf tanah 
bersifat abadi.  Demikian juga fuqaha berbeda pendapat tentang batasan waktu 
dalam wakaf yang muncul dari keinginan wakif. Jumhur ulama menolaknya, 
tetapi mazhab Maliki membolehkannya kecuali wakaf berupa masjid.  
Berkaitan dengan wakaf yang berlaku sementara tersebut, saat ini, di 
Eropa dan Amerika sebagian penganut Islam sudah biasa melaksanakannya, 
terutama yang daerah yang terdapat mahasiswa muslim. Misalnya wakaf masjid 
mereka banyak menggunakan masjid digunakan untuk shalat dan berkumpul yang 
disewa dari orang-orang non muslim. Mereka pindah menggunakan masjid, 
setelah sebulan atau setahun ke tempat lain dengan cara menyewa juga. Penulis 
mempunyai pandangan wakaf yang berlaku sementara tersebut, saat ini 
memungkinkan untuk dikembangkan, mengingat perkembangan industri yang 
pesat mengakibatkan tanah menjadi sulit dan harganya menjadi mahal, terutama di 
beberapa daerah yang menjadi pusat industri. Misalnya pada suatu daerah yang 
menjadi pusat industri belum ada masjid jami, sebelum mendapatkan tanah wakaf 
yang strategis, maka seseorang atau beberapa orang mengontrak sebidang tanah 
dengan bangunannya atau satu lantai dari bangunan bertingkat selama satu tahun 
atau selama masa kontrak, kemudian ia mewakafkan selama masa kontrak ini 
untuk kegiatan ibadah kaum muslimin. 
Dengan dibolehkannya ijtihad di bidang perwakafan tersebut, berarti ide-
ide tentang wakaf sesungguhnya dapat menjadi luas, termasuk ide bagi wakif 





selama masih dalam batas yang dibenarkan syari„at, karena yang penting bagi 
wakif, tujuan wakaf harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
jadi bukan untuk tujuan maksiat atau apa saja yang dapat menyebabkan 
kemaksiatan. Oleh karena itu, undang-undang wakaf di berbagai negara harus 
memberikan alternatif pilihan bagi wakif, di samping menyarankan tujuan yang 
sangat mendasar bagi tujuan wakaf. Undang-undang wakaf ini harus juga dapat 
mendorong pembentukan wakaf-wakaf baru. Jika wakif mewakafkan harta benda 
miliknya untuk tujuan kebaikan, kemudian dia mengecualikan dapat mengambil 
manfaat sebagian hasilnya sepanjang hidup, maka Mazhab Hambali memberi 
fatwa boleh wakaf seperti ini. Fatwa ini berlaku dalam akta wakaf di pengadilan 
Kerajaan Arab Saudi dan  sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang 
disampaikan oleh Abu Yusuf. Fatwa ini berlaku juga dalam akta wakaf di 
pengadilan syari„at Kerajaan Yordania. Ulama berpendapat pengembangan wakaf 
melalui ijtihad tersebut, seharusnya di samping untuk tujuan ibadah, juga 
bertujuan untuk membentuk infrastruktur kelembagaan dalam memberikan 
bantuan sosial dan ekonomi serta tidak dibangun di atas prinsip mencari 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan persaingan yang ketat antar pelaku 
pasar. 
Undang-undang wakaf ini, harus menentukan secara tegas karakteristik 
wakaf yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempurnaan 
nilai-nilainya dan infra struktur kelembagaannya serta mengatur pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf dengan cara berpihak pada kepentingan 





mendorong tumbuhnya wakaf produktif, dan memberikan fasilitas serta bantuan 
teknis keuangan. Menurut ulama, para nazir merupakan salah satu yang 
berpengaruh dalam perwakafan. Mereka merupakan pemimpin umum dalam 
wakaf yang memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf. Oleh karena itu, selain ia harus memenuhi syarat sebagai 
nazir,  dia juga harus mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan 
tentang perwakafan dan pengetahuan yang ada relevansinya dengan perwakafan, 
misalnya pengetahuan administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya, 
manajemen, dan lain-lain. Penulis mempunyai pandangan untuk menentukan 
bentuk manajemen wakaf, khususnya di Indonesia, para nazir tersebut harus 
mengetahui dan memahami secara rinci tujuan-tujuan wakaf yang dapat 
diperkirakan dan direalisasikan. Para nazir harus berusaha untuk mewujudkan 
tujuan-tujuan wakaf tersebut dengan upaya-upaya sebagai berikut: 
1. Melindungi dan memelihara harta benda wakaf serta berhati-hati 
melakukan investasi harta benda wakaf dan meminimalisir resiko 
investasi. Karena harta benda wakaf merupakan dana abadi yang hasilnya 
dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan. Perawatan harta benda wakaf dapat 
dilakukan, di antaranya pada investasi jangka panjang, tetapi resikonya 
sangat kecil. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk mengikuti dunia 
investasi dan kondisi pasar. 
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, dengan meningkatkan 





penyelewengan, seperti pencurian, penyalahgunaan amanah, dan bentuk-
bentuk penyimpangan lainnya. Dengan cara ini, mereka dapat 
memanfaatkan hasil wakaf sesuai dengan tujuannya dan tepat sasarannya. 
3. Berpegang teguh pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif. 
4. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan wakaf, baik secara lisan, 
tulisan, maupun melalui keteladanan. Usaha ini tentu perlu 
berkesinambungan dan bekerjasama dengan para ulama, tokoh 
masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang relevan. 
5. Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan, pengembangan, investasi, 
pemanfaatan harta benda wakaf, dan hasilnya kepada wakif, pejabat yang 




Dengan upaya tersebut, menurut ulama para nazir diharapkan mampu 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan wakaf dan menyampaikan hasilnya 
bagi para pihak yang berhak menerimanya, di antaranya sebagai salah satu 
alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Selain itu juga, mereka diharapkan 
mampu membentuk wakaf-wakaf baru. Agar harapan tersebut dapat terwujud, 
maka harus dilakukan upaya-upaya yang dapat menunjangnya, yaitu pemerintah 
harus mengatur wakaf melalui peraturan perundang-undangan komprehensif. 
Selain itu, pemerintah melalui pejabat yang ditunjuknya harus melakukan 
pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan terhadap  pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya yang dilakukan oleh 
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para nazir tersebut. Di samping itu pemerintah juga harus mmberikan bantuan 
teknis dan keuangan. Dikarenakan wakaf merupakan adalah amalan yang sangat 
baik dan memberikan kontribusi bagi bangsa  
B. Sekilas Sejarah dan Perwakafan Tanah Milik 
1. Sejarah Singkat Perwakafan di Indonesia  
Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi 
keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim 
di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan bukan hanya masalah fiqhiayah, 
melainkan juga merupakan phenomena yang multiform, yang menempati posisi 
sentral dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim dengan 
sendirinya. 
Masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah 
kehidupan seseorang atau masalah adat belaka, melainkan juga merupakan 
masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai 
dimensi polymorphe secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut 
masalah-masalah sosial, ekonomi, administrasi, bahkan juga masalah politik. Hal 
ini membawa konsekuensi pada pengaturan perwakafan di Indonesia. Sejak Islam 
datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam28. Tata 
cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh 





pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan 
tanah harus diketahui oleh pemerintah.
27
 
Tahun 1905, ada edaran pemerintah Belanda yang  merupakan undang-
undang yamg mengatur perwakafan tanah harus memberi tahu kepada pemerintah. 
Agar wakaf tidak terkena oleh perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat 
di masa mendatang. Dengan pemberitahuan tersebut pemerintah dapat  menunjuk 
tanah yang akan diwakafkan supaya tidak terkena gusur atau kepentingan 
pemerintah lainnya, sehingga Wakaf dapat berfungsi untuk selama-lamanya. 
Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen 
Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai jadi 
wewenang Departeman Agama.  
 Wewenang Departeman Agama di bidang wakaf ini berdasarkan atas 
peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1949 juncto Peraturan Pemerintah  Nomor 
8 tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan Peraturan 
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Dalam peraturan tersebut disebutkan 
Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah berkewajiban 
menyelediki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf 
(khusus benda tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid).
28
 Berarti 
wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut dan di dalamnya 
tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf 
sebagai tanah milik Negara. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan 
Agama Nomor 5/D1956 tentang prosedur perwakafan tanah.31 Peraturan ini 
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mempertegas dan menindaklanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan 
pemerintah Belanda. 
 Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, 
baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Kondisi ini ditengarai dengan 
adanya berbagai tulisan di media massa, baik cetak maupun elektronik, dengan 
adanya seminar maupun workshop, baik yang bersifat nasional  maupun 
internasional. Di samping itu, di beberapa fakultas di perguruan tinggi juga ada 
mata kuliah yang berkenaan wakaf. Contoh di Fakultas Hukum UI, mata kuliah 
Zakat dan Wakaf sudah ada sejak tahun 1994 
Sebelum sudah dikemukakan, bahwa sebelum ada undang-undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang wakaf, di Indonesia sudah ada beberapa peraturan 
perundang-undangan tentang wakaf, di Indonesia sudah ada peraturan pemerintah 
nomor 28 tahun1977 itu badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam pemerintah 
itu seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai tidak diatur. Di 
samping itu, benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belm diatur 
dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di Indonesia  
cukup tersendat-sendat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 
tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal penting 
dalam pengembangan wakaf. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan 
perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam UU tentang 
wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di antaranya adalah 






Di samping itu, benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga 
belm diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di 
Indonesia  cukup tersendat-sendat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal 
penting dalam pengembangan wakaf.
29 
Di samping itu, benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga 
belm diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu, pengembangan wakaf di 
Indonesia  cukup tersendat-sendat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, sudah diatur berbagai hal 
penting dalam pengembangan wakaf. Jika dibandingkan dengan beberapa 
peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam 
UU tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa di 
antaranya adalah mengenai masalah Nadzhir.
30 
Nadzhir wakaf merupakan orang atau badan yang memegang amanah 
untuk mengurus dan memelihara harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud 
dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi Nadzhir asal saja ia 
berhak melakukan tindakan hukum. Namun demikian, kalau nadzhir  itu adalah 
perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat 
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 Muchsin dan Imam Koeswahyono, Hukum Agraria di Indonesia dalam Persepekti Sejarah 






tersebut adalah (a) telah dewasa, (2) berakal sehat, (c) dapat dipercaya, dan (d) 
mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.31 
Dalam perwakafan nadzir memegang peran penting dalam pengelolaan 
wakaf tersebut, sesuai yang dikatakan sebelumnya  karena nadzir yang meninjau 
langsung wakaf tersebut dan mengetahuinya dikala mana jika wakaf tersebut 
berupa benda tidak bergerak apakah berjalan baik atau tidak. Dengan demikian 
maka nadzir tidak boleh membiarkan harta wakaf itu tidak berkembang jika harta 
tersebut merupakan benda bergerak, maka dari itu jika nadzir di masa lalu kurang 
efektif pengelolaannya kiranya sekarang kita memilih nadzir yang betul-betul 
bersungguh-sungguh mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut. Namun 
dahulunya jarang sekali terjadi sengketa atau masalah wakaf namun sekang 
masalah itu timbul apakah ini merupakan perkembangan manusia atau ketamakan 
manusia dalam harta. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan 
masyarakat setempat bekerja sama untuk menengani perwakafan ini demi 
kesejahteraan masyarakat yang ada di tempat itu jika wakaf itu wakaf uang namun 
jika wakaf itu berupa benda tidak bergerak sekiranya dimanfaatkan dengan baik 
sehingga masyarakat bisa menikmatinya.
32
 
2. Pengaturan dan Pengawasan Hak Tanah Milik 
Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan 
tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Hal ini disebabkan oleh 
wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai 
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salah satu sarana guna mengembangkan kehidupan beragama, khususnya bagi 
umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan 
materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Lembaga 
perwakafan yang dikenal dalam ajaran agama  Islam sudah sering dilakukan oleh 
orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan.
33
 
Hal ini tidak aneh karena di tanah kita dahulu banyak berdiri kerajaan-
kerajaan Islam. Sekalipun ia merupakan lembaga yang berasal dari ajaran Islam, 
tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa 
lembaga wakaf itu merupakan masalah dalam hukum adat Indonesia, sebab 
diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan 
kehidupannya.35 Masyarakat yang dahulunya menggunakan hukum adat dan Islam 
dalam kehidupannya sehari-hari. 
Segitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif 
UUPA, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk ”Peraturan Pemerintah” 
dengan dindangkannya UUPA, maka bangsa Indonesia telah mempunyai hukum 
agraria yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi 
materiilnya. Selama kurang waktu yang lama tersebut, adanya peraturan 
pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu  hal yang amat mendesak 
sebab selama kurang waktu yang lama tersebut, adanya peraturan pemerintah 
yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu  hal yang amat mendesak sebab 
kenyataannya menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik telah lama 
berlangsung di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan peraturan perundang-
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undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik 
dirasakan selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga  
membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan  disebabkan oleh 
tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang 
diwakafkan. Adakalanya terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu 
sendiri, terutama  sekali disebabkan oleh terdapatnya berbagai bentuk perwakafan, 
yaitu wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain dan tidak adanya keharusan 
untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaknya benda-
benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya, malahan dapat terjadi benda-




Kejadian-kejadian tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat 
beragama, khususnya mereka yang menganut agama Islam dan menjurus antipati. 
Di lain pihak banyak terdapat persengketaan berbagai tanah disebabkan oleh tidak 
jelasnya status tanahnya sehingga apabila tidak segara diadakan pengaturan, maka 
tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama  dari mereka yang menganut 
agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk  
menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama 
sebagaimana tercantum dalam ajaran Pancasila dan pada waktu itu lebih lanjut 
digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 
IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
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Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan 
berbagai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan 
pelaksanaannya, terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah, dimana 
persoalan tentang perwakafan tanah milik telah diterbitkan dan diarahkan 
sedemikian rupa.
35 
Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijabarkan juga dalam 
peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No 5 Tahun 1960 
tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran 
Negara Tahun 1960 No.5 Tahun 1960 No.104 yang lazim disingkat dengan 
UUPA yang merupakan penjabaran dari pasal 33 (3) UUD 1945 mengatur 
kewenangan negara atas tanah sebagaimana tersimpul dalam pasal 2 ayat (2) 
UUPA yang berbunyi: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
Maka dari itu dengan adanya aturan-atuaran di atas sekiranya bisa 
memberikan masukan-masukan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan 
perwakafan tanah milik. 
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Maka dari itu dengan adanya aturan-atuaran di atas sekiranya bisa 
memberikan masukan-masukan untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan 
perwakafan tanah milik. Adapun dalam bentuk pengawasan tanah milik tersebut  
juga diatur dalam Undang-Undang berupa sanksi pelanggaran, kitab jinayah atau 
pidana  hukum Islam tidak menyinggung secara khusus tentang adanya ancaman 
pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksaanan perwakafan 
tanah. Berbagai kitab fiqih Islam menempatkan pembahasan mengenai 
perwakafan ini dalam rumpun yang berbeda. Diantara ulama-ulama memasukkan 
dalam bagian ibadah.  
Sudah kebiasaan bagi setiap peraturan perundangan yang mengatur 
tentang suatu persoalan di negara kita mencantumkan di dalamnya suatu 
ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar 
peraturan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terdapat 2 (dua) pasal dalam 
peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur ketentuan pidana 
pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik, yaitu pasal 14 dan 15.
36 
Dikemukakan  dalam pasal 14 peraturan Pemerintah pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977, bahwa: 
“Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentua sebagaimana 
dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 
10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- (sepuluh ribu).” 
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Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal 14 peratuaran 
pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diketahui, bahwa terdapat suatu perbuatan 
yang dikualifikasikan sebagai suatu “tindakan pidana” peraturan perwakafan 
tanah milik, dimana perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam berbagai pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977.  
3. Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat 
Krisis ekonomi yang melanda negeri ini, tidak diketahui kapan 
berakhirnya,  membuat kita harus cerdas mencari sumber ekonomi alternatif 
dengan sumber ekonomi alternatif diharapkan menjadi salah satu jalan keluar dari 
krisis ekonomi yang berkepanjangan. Wakaf dan zakat adalah diantara sumber 
potensi ekonomi tersebut. Namun, potensi ini belum dapat digunakan, apalagi 
dimaksimalkan di Indonesia. Penyebabnya adalah paradigma/konsep/teori 
konvensional tentang  wakaf dan zakat  belum mendukung untuk pemanfaatan 
potensinya. Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang berpotensi untuk 
dikembangkan khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman 
negara yang lembaga wakafnya  sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu 
pilar ekonomi. 
Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. 
Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal 
Islam sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan 
umat. Hal ini disebabkan karena wakaf dikembangkan dengan baik dan benar, 









 Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang berpotensi untuk 
dikembangkan khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman 
negara yang lembaga wakafnya  sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu 
pilar ekonomi. 
Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. 
Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal 
Islam sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan 
umat. Hal ini disebabkan karena wakaf dikembangkan dengan baik dan benar, 
Karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan masyarakat.
37 Dengan melihat potensi-potensi jika wakaf dikelola 
dengan baik maka dampaknya sangat baik pula misalnya wakaf produktif. Seperti 
wakaf benda bergerak yang manfaatnya sangat membantu masyakat misalnya 
wakaf mobil ambulance setiap saat dapat digunakan masyarakat setempat untuk 
hal-hal yang menyangkut kesehatan yang membutuhkan mobil ambulance.  
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A. Lokasi penelitian  
 Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu dimana pada tempat itu adalah tempat masyarakat sekitar 
mewakafkan tanah-tanahnya. 
B.  Jenis dan sumber data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini   adalah sebagai berikut:  
1. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari beberapa 
masyarakat, dilakukan dengan pedoman wawancara kepada informan yang 
telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung (tatap muka), 
yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan sistematis, 
tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih lengkap dan 
punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun kenyataan yang 
ada di lapangan. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
dengan cara menealaah literature baik dari perundang-undangan maupun 







C. Populasi dam Sampel 
1. Populasi 
 Sebagai populasi sampel dalam penulisan ini adalah warga di Kecamatan 
Bupon yang terdiri dari 9 Desa dimana dalam tiap desa peneliti mengambil 10-
12% untuk lebih jelasnya populasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1: Populasi Desa dan jumlah penduduk Kecamatan Bupon 
Kabupaten Luwu39 
No Nama Desa Jumlah Penduduk 
1. Balutan 1.320 
2. Buntu Batu 1.302 
3. Buntu Kamiri 1.164 
4. Biring Salu 978 
5. Noling 1.482 
6. Tampumia 1.485 
7. Tanjung 1.034 
8. Yaminas 1.032 














Untuk menghasilkan menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas, maka 
sampel harus mampu menghasilkan gambaran yang reliable atau dapat dipercaya 
dari seluruh populasi. Dalam hal ini sampel yang dipilih haruslah betul-betul 
merepresentasikan keadaan populasi yang sesunnguhnya. Mengenai besrnya 
sampel tidak ada ketentuan yang baku atau rumus pasti, sebab keabsahan sampel 
terletak pada sifat karakteristik yang mendekati populasi atau bukan pada besar 
atau banyaknya dan mengingat terbatasnya sumber daya khususnya dana dan 
waktu. Oleh karena itu berlaku prinsip efesiensi sehingga penulis penetapkan 
sampel 90 orang dari 10.795 populasi yang ada, hal ini didasarkan pada syarat 
pengujian yang lasim dalam statistik. Penentuan sampel ditentukan secara acak 
sederhana dengan menggunakan system undian. 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan 
ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a. Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan 
membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis 
data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. Sehingga untuk 
mengumpulkan data skunder guna dipelajari kaitannya dengan 
permasalahan yang diajukan. yakni penulis mengumpulkan data-data 
yang ada kaitannya dengan proses penerimaan hak tanah wakaf di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu. 
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b. Wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara kepada informan 
yang telah ditetapkan dengan memilih model wawancara langsung 
(tatap muka), yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara dengan 
sistematis, tujuannya agar mendapatkan data yang mendalam dan lebih 
lengkap dan punya kebenaran yang konkrit baik secara hukum maupun 
kenyataan yang ada di lapangan. Wawancara atau interview, yaitu data 
diperoleh dengan cara mencari tentang proses pelaksanaan pencerahan 
hak tanah wakaf. Penulis mengajukan pertanyaan langsung dan bertatap 
muka dengan Kepala Kantor Urusan Agama (Masdar S.Ag). 
E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, karena data 
yang ada dalam penelitian ini menganalisa Undang-Undang, Al-Quran dan Al-
Hadist. Sedangkan pola berfikir yang digunakan dalam analisis ini adalah: 
a. Deduksi yaitu pola berfikir yang diambil berdasarkan data atau 
keterangan-keterangan yang besifat umum, yang kemudian diolah, 
disaring untuk mendapat rincian yang yang bersifat khusus. 
b. Komparasi yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama, sarjana 
dan ilmuan yang kemudian diambil pendapat yang tepat dan kuat untuk 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Kantor Urusan 
 
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu terbentuk 
tahun 2005, dimana kata Bupon itu terbagi atas dua kata yaitu kata Bua dan 
Ponrang. Namun ketika terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2004 kecamatan 
Bupon terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kecamatan Bupon dan Kecamatan 
Ponrang dimana pada sebelumnya berada pada satu atap, begitupun dengan 
Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah itu yang dahulunya satu kantor 
sekarang menjadi dua Kantor karena pemekaran wilayah tersebut.  
Adapun letak Kantor Urusan Agama yang sekarang sangat strategis 
dibanding ketika masih satu wilayah dengan Kecamatan Ponrang dimana letak 
strategisnya karena sangat berdekatan dengan Kantor pemerintahan yang lainnya 
yang hanya berjarak beberapa  meter, adapun letak geografisnya yaitu sebelah 
utara berhadapan dengan Kantor Camat Bupon, sebelah barat berdekatan dengan 
Puskesmas, sebelah timur berdekatan dengan Kantor Lurah dan sebelah selatan 
dengan sekolah dasar. Dengan letak yang strategis ini, memudahkan masyarakat 
untuk melaksanakan urusannya yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama. 
Dalam beberapa tahun ini semenjak tahun 2005 sampai tahun 2010 Kantor Urusan 
Agama Bupon menangani urusan yang berkaitan dalam hal keagamaan.     
Salah satunya mengenai wakaf dari data berupa informasi yang didapat oleh 
penulis dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan. 
Agama. Bupon menangani perwakafan dari tahun 2005-2010 sebanyak tujuh 





wakaf tanah buat bangunan masjid sebanyak tiga tempat, jalan tiga tempat, tanah 
buat bangunan sekolah satu tempat. Dari jumlah wakaf yang diterima oleh kantor 
Urusan agama tersebut menurut Kepala Kantor Urusan Agama Bupon dari hasil 
wawancara penulis satu dari sepuluh wakaf tanah tersebut terjadi perselisihan 
batas tanah wakaf dengan tanah masyarakat namun belum sampai ke pengadilan 
karena masih bisa diselesaikan melalui musyawarah warga dengan melibatkan 
Kantor Urusan Agama sebagai pihak penengah antara pihak yang berselisih.40
 
2. Tentang KUA Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu 
a. Gambaran Umum 
 Sebelah Utara     :  Kantor Camat 
 Sebeleh Selatan  :  Sekolah Dasar 62 Noling 
 Sebelah Barat     :  Puskesmas  
 Sebelah Timur    :  Kantor lurah 
b.  Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
 Kantor Urusan Agama Bupon berkedudukan di wilayah kecamatan Bupon 
dan merupakan bagian dari seksi urusan agama Islam pada Kantor Departemen 
agama Belopa. Kedudukan Kantor Urusan Agama Bupon adalah sebagai tempat 
menangani urusan-urusan keagamaan yang ada di Kecamatan tersebut agar dapat 
berjalan sebagaimana semestinya maka Kantor Urusan Agama meningkatkan 








Tugas Pokok KUA Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu 





2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan 
3) Melaksanakan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, 
wakaf, infaq dan sedekah 
3. Visi, Misi dan Motto 
a.  Visi 
   Membantu Masyarakat dalam pelayanan di bidang urusan agama Islam 
b. Misi 
1) Meningkatkan pelayanan kepenghuluan 
2) Meningkatkan pelayanan keluarga sakinah 
3) Meningkatkan zakat, infaq, sedakah, wakaf ibadah sosial 
4) Mendukung berperan dalam kegiatan keagamaan 
5) Meningkatkan pelayanan informan pondok pesantren, haji 
6) Meningkatkan kemitraan dengan imam-imam Desa 
c. Motto 
1) Ikhlas 
2) Taat Aturan 
3) Senyum, Sapa 
4) Sejuk Imani 
5) Lurus 
6) Hasil Optimal 
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a. Penyuluh Keagamaan 
    1) Membuka pembinaan keagamaan 
    2) Uraian pelayanan: 
          a) Memberikan penyuluh dan pembinaan kehidupan beragama di 
wilayah         kecamatan dan pedesaan. 
          b)  Melayani permohonan data keagamaan lembaga keagamaan. 
b.  Pembantu pencatat nikah 
    1) Mencatat data-data warga yang akan melaksanakan pernikahan. 
    2) Uraian pelayanan: 
a) Mencatat data warga yang akan melaksanakan pernikahan 
kemudian menyerahkan data-datanya ke KUA untuk didata 
kembali. 
b) Membantu penghulu KUA untuk menikahkan warga yang akan 
melaksanakan  pernikahan  
c. Kemasjidan 
    1) Memberikan pelayanan kemasjidan 
    2) Mengadakan majelis-majelis taklim tiap Desa 
    3) Membantu upaya-upaya pemberdayaan masjid 
    4) Mengembangkan remaja-remaja tiap Desa  
d. Kepenghuluan 
    1) Memberikan pelayanan dibidang kepenghuluan 





        a) Pendaftaran nikah/ rujuk, pengawasan dan pelaksanaan akad 
nikah/rujuk. 
  b)   Menerima konsultasi hukum Islam dan kepenghuluan. 
        c)   Melakukan pembinaan kaum rohis. 
        d)   Melakukan kerja sama dengan imam-imam Desa. 
e. Zakat, Wakaf, Infak 
    1) Memberikan pelayanan zakat, wakaf, infak 
    2) Uraian pelayanan: 
          a) Melayani pendataan, sosialisasi, pemberdayaan wakaf infak 
          b) Melayani sertifikat benda wakaf (wakaf milik) 
f. Dokumentasi 
    1) Memberikan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan 
    2) Uraian pelayanan: 
         a) Menerima surat-surat masuk,membuat dan mengirim, menyerahkan 
surat-surat keluar dan mengandakan surat keluar masuk. 
         b) Melaksanakan ke tata usahaan, dokumentasi, statistik, dan 
kearsipan. 
         c) Menyiapkan data dan laporan perkawinan. 
g. Pengembangan Keluarga Sakinah 
   1) Memberikan pelayanan dalam bidang pengembagan keluarga sakinah 
   2) Uraian pelayanan: 
         a) Memberikan pelayanan pelajaran pernikahan pada calon pengantin 
         b) Melayani pemberdayaan keluarga sakinah 
         c) Melayani pembinaan Desa Binaan keluarga sakinah 





6. Data Pegawai 
a. 1) Nama lengkap 
   2) NIP 
   3) Pangkat Golongan 
   4) Jabatan 
   5) Tempat tinggal 
 
b. 1) Nama lengkap 
    2) NIP 
    3) Pangkat Golongan 
    4) Jabatan 
    5) Tempat tinggal 
 
c. 1) Nama lengkap 
    2) NIP 
    3) Pangkat Golongan 
    4) Jabatan 
    5) Tempat tinggal 
 
d. 1) Nama lengkap 
    2) NIP 
    3) Pangkat Golongan 
    4) Jabatan 
    5) Tempat tinggal 
 
e. 1) Nama lengkap 
    2) NIP 
    3) Pangkat Golongan 
    4) Jabatan 
    5) Tempat tinggal 
 
f. 1) Nama lengkap 
    2) NIP 
    3) Pangkat Golongan 
    4) Jabatan 




: Masdar S.Ag 
: 19730710200801 1007 
: Penata III c 
: Kepala KUA 
: Belopa 
 
: Saharuddin S.Ag 
: 19512041990612 002 
: III b 
: Penghulu 
: Desa Noling  
 
: Mirna Sulistiawati S.Ag 
: 194422211896031 004 




: Muh. Yunus S.Ag 
: 193432671131221 008 
: Penata III c 
: Penghulu 
: Desa Noling 
 
: Irdawati S.Ag 
:19720004200756 1009 
: III c 
: Staf 
: Padang Sappa 
 




: Desa Noling 
 









Catatan  Tentang Keadaan Tanah wakaf 
Di KUA Bupon Kab. Luwu 
 
 
B.  Pandangan Undang-Undang tentang Wakaf 
 Sebelum pemerintah memberlakukan undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan 
pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan 
tersebut masih terdapat kelemahan dan belum mampu menjawab masalah di 
bidang perwakafan yang terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan, 
tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, 









Keperluan Timur Barat Utara Sel 
1 Wakaf 30x16m Ds.baluttan Jalan Rusli  Randa Tappi Abdullah Masjid 
2 Wakaf 35x25m Ds.baluttan Poros desa M.toyib Mihing 
Poros 
desa 
Ruli P Masjid 










4 Wakaf 35x26 
Ds.buntu 
batu 
Jalan Nani Nawir ladang Minah Masjid 




6 Wakaf 20x54 
Ling 
yaminas 
Sungai Bunga Besse Jalan Rudi Masjid 
7 Wakaf 10x136m
2 
Tanjung Jalan H.Colli Fatimah Jalan H.Dina Sekolah 
8 Wakaf 30x37 Noling Jalan Bennu Rustang Jalan H.Sabbang Masjid 
9 Wakaf 44x35 Tampumia Jalan saha Munir Kebun Mardati Perkuburan 





Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (selanjutnya disebut UU). 
Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459. UU ini terdiri dari XI bab dan 
71 pasal.  Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memeiliki potensi dan 
manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk 
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan 
dalam masyarakat, terapi pengaturannya belum lengkap dan masih tersebar 
dalam berbagai pereturan perundang-undangan. 
Dalam undang-undang sebelumnya telah disempurnakan peraturan 
perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dan mengatur yang telah baru. 
Diantaranya sebagai berikut: 
1. Tentang nadzir, yang dimaksud dengan nadzir menurut Undang-Undang 
ini adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 poin 4). 
Sedangkan Pasal 9 undang-undang ini menetapkan bahwa nazir meliputi: 
a. perorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Penjelasan Pasal 9 Undang-
Undang wakaf ini menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, 
organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara 
Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Di sini 





memperkuat kenyataan yang sudah ada di masyarakat, karena nazir wakaf  
itu, misalnya ada yang berbentuk organisasi keagamaan. Pasal 10 ayat (1) 
Undang-Undang tersebut menentukan syarat-syarat nadzir perorangan 
adalah sebagai berikut: 
a. Warga negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan Rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
Syarat-syarat nadzir ini merupakan penyempurnaan dari syarat-syarat 
nadzir dalam PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam seperti 
syarat “amanah”, dengan persyaratan yang baru, nadzir diharapkan dapat 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf lebih profesional dan terhindar 
dari penyelewengan. Di samping itu, Undang-Undang wakaf ini tidak 
mensyaratkan nadzir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat tanah wakaf itu 
berada. Menurut penulis hal ini merupakan suatu pengembangan dalam 
manajemen wakaf, karena yang penting bagi nadzir agar dia dapat mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf, walaupun dia bertempat tinggal di luar 
kecamatan tersebut. Nadzir organisasi bahwa pengurus organisasi tersebut harus 
memenuhi syarat nasir. Jadi sesungguhnya hal ini mendorong agar nazir 
menerapkan manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya Pasal 10 ayat 
(2) Undang-Undang wakaf dimaksud menetapkan syarat nadzir organisasi bahwa 
pengurus organisasi tersebut harus memenuhi syarat perorangan Sedangkan Pasal 
10 ayat (3) Undang-Undang ini mengatur badan hukum hanya menjadi nadzir, 





a. Pengurus badan hukum tersebut memenuhi persyaratan nadzir perorangan 
dimaksud. 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
 Jadi Undang-Undang ini juga menghilangkan persyaratan badan hukum 
tersebut harus mempunyai perwakilan di kecamatan, tempat tanah wakaf itu 
berada. Hal ini juga mendorong untuk efisiensi pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf, karena akan terjadi pemborosan, jika pada satu kecamatan 
terdapat satu lokasi tanah wakaf yang tidak begitu luas, harus terdapat perwakilan 
pada kecamatan tersebut. Pasal 11 Undang-undang ini menetapkan tugas nadzir 
adalah: 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya. 
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). 
 Dengan perubahan laporan kepada BWI sebagai lembaga independen 
diharapkan nazir mampu mempertanggungjawabkan seluruh pengurusan wakaf. 
Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang wakaf ini mengatur nadzir dalam 
melaksanakan tugasnya tersebut menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. 
Kemudian Pasal 13 Undang-Undang ini menjelaskan nadzir dalam melaksanakan 





mendapat pembinaan dimaksud, Pasal 14 Undang-Undang ini menetapkan nadzir 
harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Penjelasan pasal ini mengatur Menteri 
harus proaktif untuk mendaftar para nadzir yang sudah ada dalam masyarakat. 
Pasal 42 Undang-Undang wakaf ini mengatur lebih lanjut nadzir wajib mengelola 
dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukannya. Pasal 43 Undang-Undang ini menentukan bahwa nadzir 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sebagaimana 
dimaksud Pasal 42 tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari„ah dan 
dilakukan secara produktif.
2
 Kemudian jika nadzir memerlukan penjamin, maka 
dia dapat menggunakan lembaga penjamin syari„ah. Penjelasan Pasal 43 tersebut 
menerangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara 
produktif, di antaranya dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, 
produksi, kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, 
pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar 
swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, 
dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari„ah. Sedangkan yang 
dimaksud dengan lembaga penjamin syari„ah adalah badan hukum yang 
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan di antaranya melalui skim asuransi syari„ah atau skim lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3
Penjelasan 
pengelolaan harta benda wakaf secara produktif tersebut merupakan langkah maju 
di bidang perwakafan sehingga manfaat wakaf dapat lebih luas lagi sesuai dengan 
peruntukannya. Di samping itu, dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf, Pasal 44 Undang-Undang ini melarang nadzir melakukan perubahan 
peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. Izin ini 
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 Supriadi,Hukum Agraria (Jakarta:Sinar Grafika),h 42 
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hanya dapat diberikan jika harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan 
peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Pasal 45 Undang-Undang ini 
menetapkan nadzir dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf, diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain, jika nadzir tersebut 
meninggal dunia bagi nadzir perorangan, untuk nadzir organisasi atau nadzir 
berbadan hukum, jika bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan Undang-
Undang yang berlaku, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya 
sebagai nadzir dan melanggar ketentuan pengelolaan wakaf dan pengembangan 
harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. 
Dijatuhi pidana oleh pengadilan. 
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf  
 Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan 
dakwah di Islam di nusantara di samping melakukan dakwah Islam para ulama 
juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya 
masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf ajaran ini terus 
berkembang baik pada masa penjajahan Belanda sampai awal kemerdekaan.  
Pada masa penjajahan Belanda merupakan momentum kegiatan wakaf 
karena pada masa itu perkembangan berupa sekolah, pesantren-pesantren dan 
masjid yang merupakan swadaya masyarakat yang berdiri di atas tanah wakaf 
sehingga kegiatan wakaf sangat marak. Namun kegiatan wakaf ini tidak 
mengalami perkembangan yang berarti. Kegiatan wakaf hanya terbatas pada 
kegiatan keagamaan seperti masjid, musallah, langgar, perkuburan sehingga 
kegiatan wakaf di Indonseia kurang efektif bagi perekonomian masyarakat. 
Walaupun dalam beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait 
dengan mekanisme ajaran wakaf ini, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 





ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja, mengikuti awal perkembangan wakaf 
sebelumnya, yaitu wakaf selalu identik dengan tanah, dan tanah ini digunakan 
untuk kegiatan sosial keagamaan seperti musallah, masjid, perkuburan dan lain-
lain.  
Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama dan 
tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004. Dikarenakan minimnya 
regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika 
perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak 
lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf 
(nadzir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal. Sehingga 
dapat dikatakan perkembangan wakaf di Indonesia tidak dapat memberikan 
kontribusi bagi kesejahteraan umat.
4
 
 Perkembangan wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi ketika pada 
tahun 2001. Beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru 
ke tengah masyarakat tentang ekonomi wakaf tunai untuk kesejahteraan umat. 
Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk 
menggerakkan kemandirian perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan 
mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Fatwa MUI semakin 
diperkuat dengan oleh hadirnya Undang-Undang No.41/2004 tentang wakaf yang 
menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat 
berupa benda bergerak dan uang. 
Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, 
tetapi juga dapat berupa benda bergerak dan uang. Selain itu diatur pula beberapa 
kebijakan perwakafan di Indonesia, dari mulai pembentukan nadzir sampai 
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dengan manajemen harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-
Undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan 
 Peraturan Menteri Agama Tentang Wakaf Uang (PMA Wakaf Uang) yang akan 
menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Dan setelah melalui 
proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 
42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 
keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2007 yang 





































KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Tentang 
WAKAF UANG  
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah 
 
Menimbang:  
1. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum 
diketahui, antara lain, adalah: yakni "menahan harta yang dapat 
dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan 
hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak 
haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, 
[Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-
Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau "Wakaf adalah 
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf 
adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya 
tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" 
(Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan 
(4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang 
(waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;  
2. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan 
besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;  
3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan 
pedoman oleh masyarakat. 
Mengingat:  
1. Firman Allah SWT: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaijakan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 
kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya 
Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92).  
2. Firman Allah SWT: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir.• seratus biji. 
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang 





apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala 
di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).  
3. Hadis Nabi SAW: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) 
amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah 
(wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" 
(H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).  
4. Hadis Nabi SAW: 'Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al 
Khathab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada 
Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia herkata, 
"Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum 
pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; 
apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi SAW menjawab: 
"Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu 
Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men 
ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak 
diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fugara, kerabat, riqab 
(hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak 
berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah 
itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik. "Rawi berkata, "Sava 
menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia herkata 'ghaira 
muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik) '. 
"(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).  
5. Hadis Nabi SAW: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra; ia berkata, Umar ra. 
berkata kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, 
kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya 
kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. "Nabi 
SAW berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada 
sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).  
6. Jabir r.a berkata: "Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki 
kemampuan kecuali berwakaf/. " (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-
Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-








1. Pendapat Imam al-Zuhri menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya 
boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha 
kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud 
Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 
1997], h. 20-21).  
2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al 
Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 
162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, 
atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: 
"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan 
Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin 
maka dalam pandangan Allah pun buruk".  
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan 
dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" 
(alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar 
al-Fikr,1994[, juz IX,m h. 379).  
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 
tanggal 23 Maret 2002,. antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan 
dan penyempurna-an (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum 
diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari 
Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas :  
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 
tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni "menahan harta 
yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan 
cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, 
memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada 
sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"  
6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor 











Menetapkan: FATWA TENTANG WAKAF UANG  
Pertama:  
1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk 
uang tunai.  
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.  
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)  
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 
dibolehkan secara syar' ia  
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 
dihibahkan, dan atau diwariskan. 
Kedua:  
Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari 




D. Hubungan Antar Wakaf, Sedekah, dan Infak 
a. Makna Wakaf, Sedekah, dan Infaq 
 Dari ketiga kata wakaf, sedekah dan infaq hampir sama dari segi istilah  
karena sama-sama merupakan amal jahiriah namun ketika diartikan satu-persatu 
maka kita akan melihat perbedaannya misalnya wakaf adalah perbuatan wakif 
untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah
6
. Sedekah adalah mengeluarkan sesuatu dengan tidak mengaharap sesuatu 
namun semata-mata mengharp keridaan Allah SWT semata. 
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 Sedangkan infaq adalah mengeluarkan sebagian harta bendanya yang kita 
miliki untuk keperluan sosial dan keagamaan, jumlahnya tidak ditentukan sesuai 
dengan kemampuan kita  masing-masing serta tidak ditentukan pula waktu dan 
tempatya sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ath Thalak ayat 7: 
                          
                    
Terjemahnya 
 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan ke lapangan sesudah kesempitan. 
Dari penjelasan pengertian di atas wakaf, sedekah dan infaq maka dapat 
dijabarkan pula  makna-makna dari ketiga amalan di atas yaitu secara etimologi, 
wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab ”waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia 
merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya menahan, berhenti, 
atau diam. Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, 
dan yang lain, berarti memiliki pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu 
Manzhur:9/359). Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai 
penahanan hak milik atas materi benda (al-„ain) untuk tujuan menyedekahkan 
manfaat atau faedahnya (al-manfa„ah) (al-Jurjani:328). 
Adapun Sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. 
Sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu 
dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non 
materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, 





syahwatnya pada istri. Dan sedekah adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman 
seseorang. 
Pengertian infaq adalah lebih luas dan lebih umum dibanding dengan 
zakat. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya dan waktunya suatu kekayaan atau 
harta harus didermakan. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk 
menetukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.
7
 
b. Tujuan dan Fungsi Wakaf, Sedekah, dan Infaq 
1. Tujuan 
a. Menyucikan harta dan jiwa seseorang. 
b. Mengangkat derajat fakir miskin. 
c. Membantu menyelesaikan masalah antar sesame. 
d. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam khususnya dan umat 
manusia pada umumnya. 
e. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta. 
f. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati 
orang-orang miskin. 
g. Menyembatangi perbedaan antar sesama yang memisahkan orang 
kaya dan miskin. 
h. Mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan pada 
orang akan pentingnya beramal. 
i. Mendidik seseorang akan pentingnya membantu antar sesama.  
2. Fungsi 
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a. Meringankan beban umat Islam Khususnya dan umat manusia pada 
umumnya. 
b. Sebagai sarana jalur ekonomi masyarakat. 
c. Sarana Memberikan hak orang-orang yang membutuhkannya. 
d. Sebagai sarana amalan-amalan ibadah. 
Dengan adanya tujuan dan fungsi wakaf, sedekah, dan infaq maka kita 
tidak akan ragu lagi atas apa yang telah kita lakukan karena telah mempunyai 
sasaran yang tepat. Namun dari kesemuanya itu adalah merupakan perbuatan yang 
akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sehingga menjadikan kita senantiasa 
mensucikan harta kita dan hak-hak orang lain dapat kita berikan bagi yang 
membutuhkan sesuatu yang telah kita berikan.
8
  
 Antara wakaf, infaq, dan sedekah memiliki pengertian tersendiri dalam 
bahasan kitab-kitab fiqh. Wakaf yaitu sunnah atas sejumlah harta tertentu dalam 
waktu tertentu dan untuk kelompok  tertentu. Infaq memiliki arti lebih luas dari 
wakaf, yaitu mengeluarkan atau menafkahkan uang. Infaq ada yang wajib, sunnah 
dan mubah. Infaq wajib di antaranya adalah wakaf, kafarat, infaq untuk keluarga 
dan sebagainya, infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk 
melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infaq untuk dakwah, 
pembangunan masjid dan sebagainya.
9
  
Sedangkan infaq mubah adalah infaq yang tidak masuk dalam kategori 
wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, 
diantaranya seperti mengajak orang makan. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat 
maupun infaq. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau 
mendermakan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. 
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Dalam sebuah hadits digambarkan, “memberikan senyuman kepada saudaramu 
adalah sedekah.” Makna sedekah yang terdapat dalam hadits di atas adalah 
mengacu pada makna sedekah di atas.  
Bahkan secara tersirat sedekah yang dimaksudkan dalam hadits adalah 
segala macam bentuk kebaikan yang dilakukan oleh setiap muslim dalam rangka 
mencari keridhaan Allah SWT. Baik dalam bentuk ibadah atau perbuatan yang 
secara lahiriyah terlihat sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT, maupun 
dalam bentuk aktivitas yang secara lahiriyah tidak tampak seperti bertaqarrub 
kepada Allah SWT, seperti hubungan intim suami istri, bekerja, dan seterusnya. 
Semua aktivitas ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Hak Tanah Wakaf di 
KUA Bupon 
Dalam hal proses pemberian hak tanah wakaf di KUA Bupon terlebih 
dahulu kepala KUA Bupon memeriksa wakif yang ingin mewakafkan tanahnya. 
Dalam hal pemeriksaan wakif menurut ketentuan pasal 3 (ayat 1) peraturan 
pemerintah No 28 tahun 1977 dinyatakan, bahwa yang dapat menjadi wakif yaitu: 
1. Badan-badan Indonesia 
2. Orang atau orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat: 
a. Telah dewasa 
b. Sehat akalnya 
c. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum 
d.  Atas kehendak sendiri 
e. Tanpa paksaan dari pihak-pihak lain 





Setelah memeriksa apakah wakif ini memenuhi syarat-syarat menjadi 
wakif maka KUA mengecek tanah yang dimaksud untuk diwakafkan apakah 
tanah tersebut betul-betul tanah wakif dengan memperlihatkan akta tanah dan 
bukti Pajak Bumi dan Bangunan di KUA. Sesudah memeriksa wakif dan 
pengecekan tanah sudah dilakukan maka barulah wakif mendaftarkan tanahnya 
untuk diwakafkan di KUA. Kepala KUA selaku yang menangani tanah wakaf 
tersebut menunjuk badan atau orang sebagai  calon nadzir yang akan mengurus 
tanah wakaf tersebut namun sebelum itu dilakukan maka maka KUA juga harus 
mengecek calon nadzir tersebut apakah layak menjadi nadzir atau tidak. Adapun 
syarat-syarat nadzir yang harus diketahui oleh KUA yaitu: 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Sudah Dewasa  
d. Sehat Jasmani dan rohani 
e.  Tidak berada dibawah pengampuan 
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan 
Apabila syarat-syarat nadzir telah terpenuhi maka calon nadzir tersebut 
sudah dapat didaftarkan sebagai nadzir untuk mengelola tanah wakaf tersebut dan 
disumpah di depan kepala KUA dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang 
saksi. Adapun lafaz sumpah nadzir tersebut yaitu: 
Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya diangkat menjadi nadzir, langsung 
atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan 
sesuatu kepada siapapun. 
Saya bersumpah bahwa saya untuk untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau 





Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan 
tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam 
pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya kehadirat 
Allah SWT. 
Dengan demikian berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 
1997, pelaksanaan wakaf tanah harus dilaksanakan secara tertulis dalam artian 
tidak cukup hanya ikrar lisan saja. Tujuannya untuk memperoleh bukti autentik 
yang dapat dipergunakan  untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan 
pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan untuk 
keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul kemudian hari tentang 
tanah yang diwakafkan.  
Sebelum melaksanakan sumpah dan ikrar maka calon wakif harus 
menunjukkan beberapa bukti. Adapun bukti-bukti yang harus ditunjukkan oleh 
calon wakif adalah sebagai berikut: 
a. Sertifikat tanah, bukti pembayaran pajak bumi bangunan. 
b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat 
yang isi surat menerangkan kebenaran tanah tersebut dan tidak tersangkut 
suatu sengketa.  
c. Surat keterangan pendaftaran tanah.  
d. Izin dari bupati. 
Namun setelah wakif mendaftarkan tanahnya dan nadzirnya telah ada yang 
ditunjuk maka dilakukanlah pencatatan perwakafan  dalam buku tanah wakaf dan 
sertifikatnya, maka nadzir yang telah didaftarakan wajib melaporkan kepada 
Kantor Urusan Agama. Jika nadzir terdiri dari atas kelompok orang, maka yang 
ditulis dalam buku tanah dan biodata nama-nama orang dari kelompok tersebut 





Adapun jika nadzir berbentuk badan hukum, maka yang ditulis dalam 
buku tanah dan sertifikatnya nama dan badan hukum tersebut. Namun jika nadzir  
meninggal dunia maka ditunjuklah nadzir yang baru, jika nadzir tersebut 
perorangan. Namun jika nadzir yang terdiri atas kelompok dan ada salah satu dari 
nadzir tersebut meninggal dunia harus dilakukan pencoretan nama nadzir tersebut 
sama halnya jika ada nadzir yang mngundurkan diri. 
Setelah semua persyaratan dalam wakaf telah lengkap maka Kantor 
Urusan Agama Bupon menerbitkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya akta ini 
digunakan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan 
setempat.  Dengan telah didaftakannya di Kantor Urusan Agama dan pada Kantor 
Badan Pertanahan, tanah yang diwakafkan maka diterbitkanlah sertifikat sah oleh 
Kantor Badan Pertanahan setempat, tanah wakaf itu telah mempunyai alat 
pembuktian yang kuat berupa sertifikat. 
Sertifikat inilah yang digunakan sebagi bukti  dan sahnya tanah tersebut 
menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sedangkan menurut  hukum 
Islam sahnya wakaf tanah apabila ada seseorang yang mewakafkan tanahnya dan 
ada benda yang diwakafkan, ada nadzir yang mengelola dan adanya lafadz atau 
akad disaksikan oleh saksi maka sahlah sebagai tanah wakaf .  
Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam pasal 
225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda wakaf yang telah 
diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan dan penggunaan lain daripada yang 
dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan dimaksud 
hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah lebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan 





a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 
wakif. 
b. Karena kepentingan umum. 
Selanjutnya mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam pasal 
227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kantor Urusan 
Agama yang diwilayahinya dan proses dalam penyerahan hak tanah wakaf pada 
nadzir dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan berlandaskan Al-Quran dan 
sunnah Nabi Muhammad SAW.   










A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian pada bagian-bagian pembahasan, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kantor Urusan Agama Bupon memeriksa wakif yang ingin mewakafkan 
tanahnya apakah telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan 
undang-undang yang berlaku, juga memeriksa nadzir yang ingin 
mengelola tanah wakaf itu apakah memenuhi syarat atau tidak. 
2. Akta ikrar wakaf diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bupon sebagai 
pejabat pembuat akta wakaf yang diberi kepercayaan oleh Departeman 
Agama setempat. Surat pengesahan dibuat oleh Kantor Urusan Agama 
yang kemudian diserahkan pada Badan Pertanahan sebagai bukti bahwa 
tanah itu diwakafkan dan harus dibuatkan sertifikat tanah wakaf 
selanjutnya Kantor Urusan Agama menyerahkan Akta Ikrar wakaf pada 
Kantor Badan Pertanahan yang kemudian dibuatkan sertifikat tanah wakaf 
yang sah. 
3. Dalam Tinjauan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat adanya orang 
yang mewakafkan tanahnya (wakif), adanya benda yang diwakafkan 
(mauquf), adanya yang mengelola tanah wakaf (nadzir), adanya lafas atau 







1. Untuk dapat meningkatkan perwakafan di Kantor Urusan Agama Bupon 
sekiranya pemerintah memberikan wewenang penuh pada Kantor Urusan 
Agama Bupon untuk mendata tanah-tanah wakaf setempat tidak melewati 
lembaga-lembaga lain supaya pengelolaannya terpercaya. 
2. Agar tidak terjadi penyalah gunaan wewenang oleh nadzir tentang tanah 
wakaf kiranya Kantor Urusan Agama memantau nadzir tersebut. 
3. Untuk akuratnya tanah-tanah wakaf sekiranya pemerintah memberikan 
wewenang khusus pada Kantor-kantor Urusan Agama untuk menerbitkan 
sertifikat khusus tanah wakaf. 
4. Pemerintah dan DPR seharusnya lebih objektif dalam mengusulkan suatu 
RUU. Sekiranya undang-undang tentang wakaf diperbaharui agar lebih 
jelas siapa yang berwenang penuh dalam penentuan kebijakan tanah 
wakaf. 
5. Tanah-tanah yang telah diwakafkan sekiranya dimanfaatkan sebaik-
baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. 
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